KESEPAKATAN BERSAMA

RAPAT KOORDINASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat
di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat, Jalan
Ir. H. Juanda Nomor 287 Kota Bandung, telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, dengan hasil
kesepakatan dan rencana tindak lanjut, sebagai berikut:

i

Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) akan melakukan percepatan
penanggulangan kemiskinan, serta upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui
pendekatan mutlti-dimensi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait,
termasuk pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil,
perguruan tinggi, media, dan mitra pembangunan lainnya;

Mendorong konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan, baik program yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan
Daerah, maupun program-program nonpemerintah;

Mendorong ketersediaan basis data yang akurat dan dimutakhirkan secara dinamis di
daerah untuk meningkatkan ketepatan sasaran program;

Membangun mekanisme pengelolaan data secara terpadu, dan mendorong
pemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan/stakeholder terkait;

Melakukan upaya integrasi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi
yang mencakup 4 (empat) pilar utama, yaitu: 1) Perlindungan sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar, 2) Pengembangan mata pencaharian untuk peningkatan pendapatan,
3) Pemberdayaan sosial untuk mendorong inklusi sosial dan perubahan perilaku, dan 4)
Inklusi keuangan dengan manajemen pendapatan dan peningkatan tabungan ke dalam
strategi penanggulangan kemiskinan daerah, termasuk strategi penghapusan kemiskinan
ekstrem, sebagai bagian RPJPD 2025-2045 dan RPJMD mendatang;

Memperkuat kelembagaan TKPK dalam mengkoordinasikan berbagai program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
termasuk pengembangan dan pelaksanaan model graduasi;

Melakukan pengembangan serta memperkuat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
sebagai lembaga layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
untuk memfasilitasi integrasi berbagai layanan dan pelaksanaan graduasi,

Memberdayakan para pekerja sosial termasuk fasilitator Puskesos untuk membantu
pemutakhiran data dan melakukan pendampingan (coaching) secara intensif dalam
proses graduasi;

Menyusun rancangan dokumen perencanaan program penanggulangan kemiskinan
melalui pendekatan graduasi, sebagai input dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah, melalui: a) Asesmen atau pemetaan program-program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta irisannya dengan




workshop, FGD, dan lainnya c) Asesmen kebutuhan pengembangan kapasitas TKPK
dan Puskesos, serta pekerja sosial lainnya; dan

10. Menyusun rencana kerija dan anggaran untuk pelaksanaan model graduasi dalam
percepatan penanggulangan kemiskinan.

Demikian kesepakatan bersama dan rencana tindak lanjut Rapat Koordinasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023 disusun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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